
BAB I1-1 

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG 

JASA KONSTRUKSI 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 

2.1. KAJIAN TEORITIS 

A. PEMERINTAHAN DAERAH  

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah 

wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik 

diselenggarakan berdasarkan pada asas: 

a. kepentingan umum; 

b. kepastian hukum; 

c. kesamaan hak; 

d. keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. keprofesionalan; 

f. partisipatif; 

g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

h. keterbukaan; 

i. akuntabilitas; 

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. ketepatan waktu; dan 

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga 

mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat 

Pemerintah Daerah: 

a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada masyarakat; 

b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan 

pengembangan kapasitas masyarakat; 

c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan 

yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat 

terlibat secara efektif;  
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d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Partisipasi masyarakat mencakup: 

a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani 

masyarakat; 

b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan peng- 

evaluasian pembangunan Daerah; 

c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;  

d. penyelenggaraan pelayanan publik. 

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk: 

a. konsultasi publik; 

b. musyawarah; 

c. kemitraan; 

d. penyampaian aspirasi; 

e. pengawasan; dan/atau 

f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah diterjemahkah kedalam Urusan yang menjadi kewenangan 

baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan 

Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban  daerah   otonom  untuk  mengatur  dan   mengurus   sendiri  Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini 

diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu: 

a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 

b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 
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kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 

pemerintahan umum. 

c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada 

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan 

terdiri atas: 

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari: 

a. politik luar negeri; 

b. pertahanan; 

c. keamanan; 

d. yustisi; 

e. moneter dan fiskal nasional; dan 

f. agama. 

2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota 

yang terdiri dari: 

a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari 

a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 

terdiri dari: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat; dan 

f. sosial.  

b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar terdiri dari: 

a. tenaga kerja; 

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

c. pangan; 
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d. pertanahan; 

e. lingkungan hidup; 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. perhubungan; 

j. komunikasi dan informatika; 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

l. penanaman modal; 

m. kepemudaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. persandian; 

p. kebudayaan; 

q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. kehutanan; 

e. energi dan sumber daya mineral; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip 

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat adalah: 

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas 

negara; 

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas 

negara; 
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3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 

provinsi atau lintas negara; 

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 

5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

provinsi adalah: 

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah 

kabupaten/kota; dan/atau 

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota adalah: 

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

Daerah kabupaten/kota; 

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 

Mendasarkan pada uraian diatas, bahwa Jasa Konstruksi masuk dalam 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang, dimana jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam 

pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan 

mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula 

untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan 

jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas 

mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus 

didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.   

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa 

Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 
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1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; 

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah 

kabupaten/kota; 

3. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan 

4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan 

Jasa Konstruksi. 

C. PELAYANAN PUBLIK 

Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur 

tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas 

fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak 

asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, 

mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam 

pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan 

dan administrasi publik. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah layanan yang tersedia 

untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus 

(seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah 

kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani 

dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat 

dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika 

pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk 

mewujudkan pemerintah yang baik. 

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu 

(Bharata, 2004:11): 
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1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 

dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau 

customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 

sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 

pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 

barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut (Kasmir, 2006:34): 

1. Tersedianya karyawan yang baik. 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. 

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga 

akhir. 

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 

5. Mampu berkomunikasi. 

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan). 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan 

dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih, 2006:245): 

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari 

instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan 

masyarakat pengguna jasa pelayanan. 

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, 

dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan. 

3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain 

sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna 

jasa pelayanan. 
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4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 

pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar 

diperlukan. 

5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat 

pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan 

membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan. 

6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin 

dan setransparan mungkin. 

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga 

harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak 

resah. 

8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, 

sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat 

dipakai untuk berbagai keperluan). 

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 

seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus 

ditetapkan selama mungkin. 

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus 

dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan 

ganti rugi. 

11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin 

harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, 

maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa 

keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang 

ada dapat segera diselesaikan dengan baik. 

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip 

pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 

2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai 

berikut: 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

2. Kejelasan 
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Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 

a. Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik. 

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. 

4. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

5. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum. 

6. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

9. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah 

dan lain-lain. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah 

bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang 

maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam 

rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman 

pada asas dan prinsip pelayanan. 

 

D. JASA KONSTRUKSI 

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian 

berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung 

berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk 

mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung 

perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan 

tertib administrasi dalam bentuk perizinan.   

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat 

mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana 

aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh 

karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan 

kepastian hukum.   

Pasal 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

dijelaskan, Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi 

dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan yang 

penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir 

berupa bangunan atau bentuk fisik lainya, baik berupa sarana maupun 

prasarana yang mendukung perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang. 

Lebih lanjut, pasal 3 Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 disebutkan bahwa 

tujuan diselenggarakanya usaha jasa konstruksi antara lain sebagai berikut: 

a) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk 

mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan 

hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.  

b) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin 

kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam 
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menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c) Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi 

d) Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik 

e) Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi. 

Lebih lanjut asas-asas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi adalah  

a. Kejujuran dan Keadilan, bahwa kesadaran akan fungsinya dalam 

penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi 

berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. 

b. Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan 

berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung 

jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai 

tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.  

c. Kesetaraan, bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan 

Penyedia Jasa. 

d. Keserasian, bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa 

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan- ringkungan 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi. 

e. Keseimbangan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus 

berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan 

antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa 

dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin 

terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat 

memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan 

kerja pada penyedia Jasa. 

f. Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan 

kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme. 

g. Kemandirian, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan 

mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi. 

h. Keterbukaan, bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak 

sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa 

Konstruksi yang memungkinkan para pendaftar dapat melaksanakan 
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kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan 

merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.  

i. Kemitraan, bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, 

harmonis, terbuka, dan sinergis.  

j. Keamanan dan Keselamatan, bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan 

Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keseliiratan kerja, serta 

pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan 

kepentingan umum.  

k. Kebebasan, bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat 

kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

l. Pembangunan Berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada 

lingkungan yang terjaga secara terus menerus yang meliputi  aspek ekologi, 

ekonomi, dan sosial budaya.  

m. Wawasan Lingkungan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan 

lingkungan hidup. 

E. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas 

penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan secara umum adalah: 

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau LexSuperior 

Derogate Lex Inferiori. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

2. Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis. Peraturan perundang-undangan 

yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan 

yang lebih umum. 

3. Asas Lex Posterior Derogate Lex Priori. Peraturan perundang-undangan yang 

lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang 

lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan 

tersebut sama. 
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Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat 

khusus, yaitu: 

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. 

2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis 

peraturanperundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan 

perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi. 

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. 

4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis 

maupun sosiologis. 

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan 

perundangundangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan 

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, 

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas 

dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, 

seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi 

populis dan efektif. 

  



BAB I1-14 

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG 

JASA KONSTRUKSI 

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP TERKAIT 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merujuk pada Undang Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan berazaskan pada: 

a. Asas Kejujuran dan Keadilan, bahwa kesadaran akan fungsinya dalam 

penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi 

berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. 

b. Asas Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan 

berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung 

jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai 

tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.  

c. Asas Kesetaraan, bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan 

dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa 

dan Penyedia Jasa. 

d. Asas Keserasian, bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia 

Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan- 

ringkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat 

tinggi. 

e. Asas Keseimbangan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus 

berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan 

antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa 

dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin 

terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat 

memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan 

kerja pada penyedia Jasa. 

f. Asas Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan 

kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme. 

g. Asas Kemandirian, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan 

dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi. 

h. Asas Keterbukaan, bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para 

pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa 

Konstruksi yang memungkinkan para pendaftar dapat melaksanakan 

kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan 

merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.  
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i. Asas Kemitraan, bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal 

balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.  

j. Asas Keamanan dan Keselamatan, bahwa terpenuhinya tertib 

penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keseliiratan 

kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap 

memperhatikan kepentingan umum.  

k. Asas Kebebasan, bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat 

kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

l. Asas Pembangunan Berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada 

lingkungan yang terjaga secara terus menerus yang meliputi  aspek ekologi, 

ekonomi, dan sosial budaya.  

m. Asas Wawasan Lingkungan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan 

lingkungan hidup. 

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN 

A. Aspek Perencanaan dan Kinerja 

Jika merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 

2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 

secara khusus terkait dengan Jasa Konstruksi disebutkan permasalahan yaitu 

Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil 

konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) 

dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi. 

Lebih lanjut dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2023-2026 tersebut ditetapkan 13 tujuan, dimana tujuan yang ke 11 

disebutkan: “Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam 

mendukung pertumbuhan wilayah secara merata”, dengan strategi:  

a. Membangun, memelihara, dan eningkatkan berbagai saranan dan 

prasaranan infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).  

b. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan 

dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi 

tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi 
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Lebih lanjut, merujuk pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Salatiga disebutkan secara khusus terkait dengan jasa konstruksi 

sebagai berikut: 

Tujuan: 

Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaan  yang handal 

Sasaran: 

Tersedianya tenaga terampil konstruksi  

Bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan Jasa Konstruksi 

Indikator: 

Prosestase tenaga terampil yang mendapat pelatihan 

Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi jasa konstruksi 

Strategi: 

Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku jasa konstruksi dalam mendapatkan 

sertifikat keahlian 

Meningkatkan pemahaman mengenai informasi jasa konstruksi 

Kebijakan: 

Penyediaan bimbingan teknis bagi tenaga ahli jasa konstruksi 

Peningkatan layanan informasi peraturan jasa konstruksi  

Program: 

Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

Selengkapnya, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai berikut:  
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Tabel 2.1. 
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 

Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran Target 

Akhir 

Renstra 
Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

Melaksanakan fungsi 

administratif, 

perencanaan, 
koordinasi dan 

pelaporan dalam 

kegiatan perkantoran 

Tersedianya 

penunjang 

urusan 
pemerintahan 

daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

Indeks capaian 

pelayanan 

urusan 
pemerintah 

daerah 

Bulan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 

Melaksanakan tugas 

dan fungsi ke-PU-an 

Tersedianya 

alat besar 
sebagai 

penunjang 

tugas dan 

fungsi ke-PU-an 

Jumlah alat 

besar yang 
dibutuhkan 

Unit - 31,00 2,00 - - - 2,00 

Menyebarluaskan 

informasi tentang 

Rencana Tata Ruang 
kepada masyarakat 

Informasi 

Penataan 

Ruang dengan 
indikator 

persentase 

tersedianya 

informasi 

mengenai 
rencana tata 

ruang (RTR) 

wilayah Kota 

berserta 

rencana 

rincinya melalui 
peta analog dan 

peta digital 

- Peta Analog 

Rencana tata 

ruang di 4 
kecamatan 

buku - - 4,00 - - - 4,00 

- Peta Analog 

Rencana tata 

ruang di 23 

Kelurahan 

buku - - - 25,00 - - 25,00 

- Peta Analog 

Rencana tata 

buku - - 10,00 - - - 10,00 
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Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran Target 

Akhir 

Renstra 
Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

ruang di 10 

OPD 

- Peta Digital 

Rencana tata 

ruang 

paket - - 10,00 10,00 10,00 7,00 37,00 

Sosialisasi 

tentang rencana 

tata ruang di 

tingkat kota 

kegiatan - - 1,00 
 

1,00 
 

2,00 

Sosialisasi 

tentang rencana 

tata ruang di 
tingkat 

kecamatan 

kegiatan - - 
 

4,00 
 

4,00 8,00 

Pemenuhan RTH Kota Penyediaan 

Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

Publik dengan 
indikator 

persentase 

tersedianya 

luasan RTH 

publik sebesar 

20% dari luas 
wilayah 

kota/kawasan 

perkotaan 

Tersedianya 

peta sebaran 

RTH Publik 

sekota 

Tahun - - 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

  
Rapat 

Koordinasi 

Pencapaian 
target RTH 

Publik 

Kali - - 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 
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Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran Target 

Akhir 

Renstra 
Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

Mewujudkan penataan 

ruang yang terpadu, 
selaras dan 

berkelanjutan 

Tersedianya 

rekomendasi 
KRK 

(Keterangan 

Rencana Kota) 

Prosentase 

rekomendasi 
Keterangan 

Rencana Kota 

% 96,51 96,51 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 

 
Terlayaninya 

masyarakat 

dalam 
pengurusan 

IMB 

Prosestase 

rekomtek IMB 

yang terbit 

% 62,31 65,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Meningkatkan sistem 

jaringan jalan dan 

jembatan yang 

mantap 

Panjang jalan 

kabupaten/kota 

dalam kondisi 

baik 

Prosentase jalan 

yang menjadi 

kewenangan 

dalam SK jalan 
kondisi mantap 

% 93,75 93,75 93,90 94,06 94,21 94,37 94,37 

Jumlah 

jembatan 
kabupaten/kota 

dalam kondisi 

baik 

Jumlah 

jembatan 
kabupaten/kota 

dalam kondisi 

baik 

% 11,76 93,38 95,58 97,05 98,52 100,00 100,00 

Meningkatkan 

kualitas infrastruktur 

SDA 

Terciptanya 

keamanan 

daerah sekitar 

aliran sungai 

Panjang talud 

sungai yang 

terbangun 

m 628,62 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 4.128,62 

Terwujudnya 

sinergitas 

dalam menjaga 

dan memelihara 

fungsi talud 
dan irigasi 

Jumlah 

masyarakat 

yang terlibat 

orang - - 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
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Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran Target 

Akhir 

Renstra 
Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

Jaringan irigasi 

kondisi baik 

Prosentase 

jaringan irigasi 
kondisi baik 

% 84,20 - 86,00 88,00 90,00 92,00 92,00 

Tersusunnya 

Perwali yang 

mengatur 
mengenai P3A 

dan Komisi 

Irigasi 

Dokumen 

Perwali 

dokumen - - 1,00 - - - 1,00 

Jaringan 

drainase skala 

kawasan dan 
skala kota yang 

tidak tersumbat 

Prosentase 

jaringan 

drainase kondisi 
baik 

% 75,51 - 76,51 77,51 78,51 79,51 79,51 

Terwujudnya 

sinergitas 

dalam menjaga 

dan memelihara 
fungsi saluran 

drainase 

Jumlah 

masyarakat 

yang terlibat 

orang - - 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Meningkatnya 

layanan 

masyarakat 

dalam 

penyediaan air 
bersih 

Persentase 

penduduk 

dengan akses 

air bersih 

% 86,49 86,69 86,89 87,09 87,29 87,45 87,45 

Meningkatkan 

kualitas infrastruktur 

tangki septic individu 

maupun komunal 

Meningkatnya 

layanan 

masyarakat 

dalam 

penyediaan 

Persentase 

rumah tangga 

dengan akses 

air sanitasi 

layak 

% 94,88 95,08 95,28 95,48 95,68 95,80 95,80 
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Tujuan Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Awal 
Target Kinerja Sasaran Target 

Akhir 

Renstra 
Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

akses air 
limbah 

Meningkatkan 

infrastruktur 

keciptakaryaan  yang 

handal 

Tersedianya 

tenaga terampil 

konstruksi 

Prosestase 

tenaga terampil 

yang mendapat 

pelatihan 

% 0,00 75,00 80,00 80,00 85,00 85,00 85,00 

Bertambahnya 

pemahaman 
masyarakat 

mengenai 

peraturan Jasa 

Konstruksi 

Prosentase 

masyarakat 
yang mengikuti 

sosialisasi jasa 

konstruksi 

% 82,52 85,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Mengintegritaskan 

perencanaan 

bangunan gedung dan 
lingkungannya 

Terciptanya 

integritas 

antara 
bangunan dan 

lingkungan 

Jumlah paket 

Penataan 

Bangunan dan 
Lingkungan 

Paket 21,00 24,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00 
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B. Aspek Kelembagaan Perangkat Daerah 

Merujuk Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 

121 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang dimana salah bidangnya adalah Bidang Cipta Karya  mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan 

air limbah, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung dan sub 

urusan jasa konstruksi dilingkup perencanaan, pengendalian gedung, dan 

pembinaan jasa konstruksi, pembangunan dan rehabilitasi gedung, serta air 

minum dan sanitasi. Yang operasional teknisnya dilaksanakan Sub Koordinator 

Perencanaan, Pengendalian Gedung, dan Pembinaan Jasa Konstruksi; 

Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian Gedung, Dan  Pembinaan Jasa 

Konstruksi selengkapnya: 

1. TUGAS:   

Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian Gedung, dan PembinaanJasa 

Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 

sub urusan bangunan gedung, sub urusan jasa konstruksi, dan sub urusan 

permukiman dilingkup perencanaan, pengendalian gedung, dan pembinaan 

jasa konstruksi.  

2. URAIAN TUGAS: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;  

b. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah 

sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;   
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c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bangunan 

gedung berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang;   

d. melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan izin usaha 

jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;  

e. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi 

sesuai dengan lingkup tugas Sub Koordinator berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;  

f. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 

cakupan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang;  

g. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan 

tertib pemanfaatan jasa konstruksi berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang;   

h. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di 

Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka   

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang; dan  melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan lingkup 

tugasnya.  

3. RINCIAN TUGAS: 

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup  

tugas Sub Koordinator berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;   

b. menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang dilingkup 

Pengembangan Karier berpedoman pada ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

c. menyusun indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar 

operasional prosedur dilingkup Pengembangan Karier yang 
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berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas;  

d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja dilingkup 

Pengembangan Karier secara berjenjang berpedoman pada ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

e. menyusun rencana kegiatan operasional dilingkup Pengembangan 

Karier sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;  

f. melaksanakan kegiatan dilingkup Pengembangan Karier berpedoman 

pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;  

g. melaksanakan evaluasi kegiatan dilingkup Pengembangan Karier 

secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;  

h. menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan dilingkup 

Pengembangan Karier berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar 

terwujud tertib pelaporan;  

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pengembangan Karier 

sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

j. membagi dan menyelia tugas di lingkup Sub Koordinator berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

dan  

k. melaksanakan penilaian prestasi kerja di lingkup Sub Koordinator 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja. 
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2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI 

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi 

yang menjadi dasar dan pertimbahan dalam menyusun dan menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi dimana muatan 

pokoknya akan memberikan implikasi pengaturan dengan pertimbangan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Jasa Konstruksi sebagai perubahan dan update regulasi atas Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa 

Konstruksi. 

Jasa konstruksi sebagai salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, 

dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian 

berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   Selain berperan mendukung 

berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk 

mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas yang 

mendukung perekonomian daerah.  

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat 

mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana 

aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh 

karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan 

kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus 

didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. 

Dinamika regulasi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

Tentang Jasa Konstruksi selainmemberikan dasar kewenangan Pemerintah 

Daerah untuk melaksanakan jasa konstruksi juga mengharuskan daerah untuk 

menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 

Nomor 4). 
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Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan 

kebijakan daerah dalam Jasa Konstruksi di Kota Salatiga, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Salatiga yang meliputi: 

a. Asas dan Tujuan 

b. Wewenang Pemerintah Daerah; 

c. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

d. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; 

e. Sistem Informasi Jasa Konstruksi; 

f. Penerbitan Izin Usaha; 

g. Evaluasi dan Pengawasan; dan 

h. Pendanaan. 

 

 


